
BUPATIBANGKALAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BANGKALAN 

NOMOR 8 TAHUN 2020 

TENTANG 

BESARAN MINIMAL PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) 

KABUPATEN BANGKALAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKALAN, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa masih rendahnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

terhadap penetapan pajak yang ada di Kabupaten 

Bangkalan terutama di perdesaan; 

b. bahwa dalam rangka menjaga kestabilan pengelolaan dan 

penerimaan PBB-P2, perlu ditetapkan besaran minimal 

pajak terutang PBB-P2; 

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Besaran Minimal Pajak Terutang 

PBB-P2. 

1 .  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang­ 

undangNomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 'Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 
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2.  Undang-Undang Nomor 1 2  Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3312 )  sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 2  1985 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2 0 1 5  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 0 1 5  Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 1  Tahun 2 0 1 0  tentang Jenis 
Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan 

Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0  Nomor 
153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5179 ) ;  

6 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 15  
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5  Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 1 2 0  Tahun 2018  (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018  Nomor 167); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 
2 0 1 0  tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bangkalan Tahun 2 0 1 0  Nomor 1/ B )  sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan.Nomor 12  
Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2 0 1 3  Nomor 2/D  

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18) ;  

8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 61  Tahun 2013  ten.tang 

Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai 

Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan 
Perkotaan (PBB-P2) (Serita Daerah Kabupaten Bangkalan 
Tahun 2 0 1 3  Nomor 37 /E) ;  

9 . Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 59 Tahun 2019  tentang 

Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan 

Perdesaan Dan Perkotaan (Serita Daerah Kabupaten 
Bangkalan.Tahun 20 1 3 Nomor 54/E ) .  
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN MINIMAL PAJAK 
TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN (PBB-P2) KABUPATEN BANGKALAN. 

Pasal 1 

Menetapkan besaran minimal pajak terutang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten 
Bangkalan sebesar Rp6.000,- (enam ribu rupiah); 

Pasal 2 

Besaran minimal pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 dikenakan kepada wajib pajak yang penetapan pajaknya lebih 
kecil dari Rp6.000,- (enam ribu rupiah). 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
dalan berita Daerah Kabupaten Bangkalan. 

memerintahkan 
penempatannya 

Diundangkan dipangkalan 
pada tanggal I 3_ F E B  2020 

Pj. SEKRE 

Ditetapkan di Bangkalan 
pada tanggal 0 3  FEB 202 

BUPATEN BANGKALAN, 

' 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020 

NOMOR S/€ .  


